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ABSTRAK:

CATATAN:

penyakit Tuberkulosis, HIV dan AIDS masih menjadi masalah kesehatan utama, dan
karenanya diperlukan kebijakan terintegrasi dan berkesinambungan untuk
menghentikan laju penyebaran kasus melalui upaya pencegahan dan
penanggulangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban melakukan upaya
pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis, HIV dan AIDS dengan membangun
sistem kesehatan yang menyeluruh, partisipatif dan berkesinambungan melalui
koordinasi lintas sektoral sesuai dengan kewenangan daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13
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No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun
2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.
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Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Tuberkolusis, HIV, dan
AIDS. Penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan
berkesinambungan dalam rangka menghentikan laju penyebaran TB. Kebijakan
Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
terkait dan pemangku kepentingan. Dalam peraturan ini juga mengatur mengenai
strategi, pelaksanaan penanggulangan TB, HIV, dan AIDS. Pengendalian Faktor Risiko
TB, HIV, dan AIDS ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian
penyakit TB. Dalam hal penemuan kasus TB, HIV, dan AIDS dilakukan secara aktif dan
pasif. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan kewenangan dalam hal
penanggulangan TB, HIV dan AIDS. Terkait dengan penangunggalangan TB, HIV, dan
AIDS, Pemerintah Daerah juga memiliki kebijakan dalam hal pencegahan penularan,
pemeriksaan diagnosis, pengobatan, perawatan, dan dukungan serta rehabilitasi.
Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan
TB, HIV, dan AIDS.
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